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ABSTRAK

Perkembangan politik Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan
mengalami pasang surut yang tidak pernah mencapai kesudahan. Hal ini bisa
dipahami karena pada masa itu merupakan proses pencarian format sistem politik
yang ideal. Tolak tarik antara sistem politik yang demokratis dan otoriter selalu
muncul secara bergantian melalui pergulatan politik yang kadangkala keras.

Kekuasaan yang besar di tangan penguasa terkadang menjadikannya
bersifat otoriter dan sewenang-wenang. Oleh karena itu diperlukan kekuatan
oposisi yang bertugas untuk mengawasi kekuasaan dan juga sebagai kritik kepada
kekuasaan agar tidak semena-mena. Adanya partai oposisi merupakan jalan
formal untuk mewujudkan peran tersebut. Namun demikian oposisi tidak selalu
diidentikkan dengan kegiatan partai politik. Oposisi dan kritik kepada kekuasaan
adalah sebuah fungsi dan aktifitas politik yang dapat dijalankan oleh semua pihak,
baik individu, masyarakat maupun sebuah lembaga.

Karena pentingnya fungsi oposisi tersebut maka pada penelitian ini
dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia ?

2. Bagaimana perspektif Figh Siyasah terhadap posisi oposisi dan sistem

pemerintahan Indonesia ?

Dengan pembatasan masalah tersebut diharapkan akan dapat memberikan
kontribusi informasi ilmiah bagi studi Hukum Islam, khususnya mengenai
kedudukan oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut perspektif Figh
Siyasah. Selanjutnya dapat ditemukan dalil-dalil yang digunakan dalam
pengabsahan kegiatan oposisi dalam pemerintahan Indonesia. Terakhir dapat
membuka wawasan pemikiran umat Islam mengenai oposisi dalam sistem
pemerintahan Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan sosio-historis, yaitu
suatu proses terus menerus, kritis, terorganisasi untuk menganalisis dan
memberikan Interpretasi atas fenomena sosial yang saling berhubungan dengan
merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari peristiwa di masa lalu.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, oposisi dalam
pemerintahan Indonesia pada masa Orde lama tidak dapat berkembang dengan
baik karena tidak adanya dukungan dari pemerintah, sedangkan pada masa Orde
baru nasib oposisi tidak berbeda dengan masa sebelumnya. Proses kooptasi dan
ancaman represif dijalankan terhadap kekuatan-kekuatan sosial maupun politik di
luar birokrasi. Sehingga oposisi yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme
pengawasan dan pengimbangan (check and balance) tidak berjalan efektif. Kedua,
sikap oposisi ini menurut perspektif Figh Siyasah harus bersifat loyal dan
konstruktif. Oposisi yang dibolehkan harus dilakukan secara proporsional dan
konstitusional (al-Mauizah al-Hasanah) agar transformasi politik tetap berada
dalam kondisi yang stabil dan tidak membawa kepada kerusakan sendi-sendi
kemasyarakatan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
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(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejalan dengan melesatnya isu demokrasi di berbagai negara, wacana
demokrasi semakin mencair dari sekedar teori pemerintahan rakyat ke teori
vang memberikan ruang yang lebih luas. Misalnya nilai-nilai kebebasan
individu, persamaan serta koperasi sosial tidak saja selaras dan cocok,
melainkan perwujudannya membutuhkan satu sama lain.

Kebebasan sebagai salah satu prinsip demokrasi harus disertai dengan
nilai-nilai etis dan normatif, sehingga demokrasi tidak berbenturan dengan
norma yang berkembang di masyarakat. Demokrasi dalam wilayah ini harus
mencerminkan ~ semangat dan  kehendak  rakyat tanpa  harus
mengenyampingkan persoalan profetik.’

Sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan mulai
menjalankan pemerintahannya, setidaknya pernah mempraktekkan tiga jenis
demokrasi, yakni demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, demokrasi
terpimpin, dan demokrasi pancasila, yang dalam pelaksanaannya telah terjadi
tolak tarik antara politik yang demokratis dan politik yang otoriter.” Dengan

kata lain politik demokratis dan otoriter selalu muncul secara bergantian

' Eko Taranggono, “Islam dan Demokrasi, Upaya Mencari Titik Temu” Jurnal al-Afkar
Edisi VI, Tahun ke-5 : Desember 2002, hlm. 54.

* Amien Rais, Suksesi & Keqjaiban Kekuasaan, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), him. 16.



melalui pergulatan politik yang kadangkala keras.” Biasanya kecenderungan
sistem politik yang demokratis terjadi pada tahun-tahun awal sebuah rezim,
sebagai bagian dari strategi awal untuk membangun suatu format politik baru
vang kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan yang otoriter.
Pengalaman sejarah bangsa ini membuktikan betapa rezim Orde Baru
pada awal pemerintahannya relatif mengalami keberhasilan di berbagai aspek
kehidupan, terutama di bidang ekonomi yang mengalami kemajuan dan
stabilitas politik yang relatif mantap,’ persatuan dan kesatuan bangsa telah
menjadi realitas bangsa yang sangat membanggakan, citra internasional
Indonesia juga meningkat lebih baik. Namun karena rezim ini yang dalam
perkembangannya, ternyata telah banyak melakukan penyimpangan kekuasaan
yang serupa dengan rezim sebelumnya (Orde Lama), bahkan lebih otoriter dan
represif, juga di dalamnya terdapat kebobrokan-kebobrokan dan beberapa
masalah yang sudah kronis dan cukup kompleks yang melanda semua aspek
kehidupan, baik masalah politik maupun masalah ekonomi, akhirnya harus
berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang menentang di luar pemerintahan.
Adanya tanda-tanda krisis politik yang dialami oleh Orde Baru
sebenarnya sudah lama menggejala, namun tersembunyi di bawah permukaan.

Tampak dari kritik-kritik yang menggema dalam masyarakat seperti yang

* Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Baru Menuju Supremasi Hukum : Sebuah Antaran
Akademis” dalam M. AS. Hikam dkk, Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. xxv.

* Hal ini dikarenakan keberhasilan rezim Orde Baru dalam menyingkirkan segala anasir
kekuatan pembangkang di luar birokrasi, proses kooptasi dan ancaman represif dijalankan
terhadap kekuatan-kekuatan sosial maupun politik. Akibatnya tidak ada kekuatan kritis maupun
oposisi yang mampu tampil secara efektif sebagai kontrol kekuasaan. Saluran partisipasi hanya
dibiarkan terbuka sejauh partisipasi itu dilakukan dalam kerangka rambu-rambu penegakan stafus
Quo. Tidak mengherankan jika rezim ini mampu bertahan cukup lama.




disuarakan oleh kalangan oposisi, misalnya tentang kepemimpinan nasional,
pembaharuan tatanan sistem dan budaya politik, pembenahan sistem
kepartaian dan pemilu, serta demokratisasi lembaga perwakilan. Namun
sayangnya berbagai kritik yang menggelinding tentang cacat-cacat Orde Baru
tersebut tidak mendapatkan respon yang sewajarnya, Malahan élihadapi oleh
penguasa dengan cara yang sangat otoriter dan represif.’ Juga untuk
mempertahankan dan memapankan status quo telah dilakukan berbagai bentuk
rekayasa politik dengan mengkooptasi kekuatan politik masyarakat antara lain
melalui bentuk perundang-undangan. Sehingga jika dilihat secara kalkulasi
politik maka betapa sulitnya meruntuhkan rezim ini dengan kekuatan oposan
manapun. Bahkan melalui tekanan politik dalam bentuk gerakan massa model
apapun kecuali melalui revolusi.

Namun demikian, sejarah berbicara lain Soeharto harus menyerah dan
melepaskan kedudukannya secara dramatis. Hal yang menarik adalah bahwa
dia diruntuhkan bukan melalui jalan revolusi dalam arti pendongkelan politik
secara fisik tetapi justru melalui gerakan aksi damai yang dimotori oleh
kalangan oposisi. Hal ini dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan
bernegara bahwa penguasa dengan kekuasaan besar ditangannya perlu
diawasi, sebab kecenderungan penguasa untuk memperluas kekuasaannya dan
menyelewengkan penggunaan kekuasaannya adalah jauh lebih besar dari pada

kemampuannya untuk mengawasi dirinya.

> Ardi Suryadi Culla, Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa

dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), him.

147.



Setiap penguasa tentu akan berbicara tentang kepentingan rakyat,
bangsa dan negara sebagai suatu keharusan retorika dan kampanye politik,
akan tetapi sebaiknya harus diwaspadai bahwa kepentingan pertama penguasa
adalah mempertahankan, memperbesar dan memperkuat kekuasaannya. Oleh
karena itu diperlukan kekuatan oposisi yang bertugas untuk mengawasi
kekuasaan dan juga untuk mengemukakan titik-titik kelemahan dari suatu
kebijaksanaan sehingga apabila kebijaksanaan itu diterapkan segala hal yang
dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan lebih dulu ditekan
seminimal mungkin. Begitu juga tentang masalah accountability atau
pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan oleh pemerintah karena
pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan
mengapa suatu kebijakan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan
urgensinya, serta dengan cara bagaimana kebijakan itu diterapkan.®

Perlu ditekankan bahwa oposisi dibutuhkan sebagai kritik kepada
kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak semena-mena.
Adanya partai oposisi merupakan jalan formal untuk mewujudkan peran
tersebut. Namun demikian, oposisi dan kritik kepada kekuasaan tidak perlu
diidentikkan seluruhnya dengan kegiatan sebuah atau beberapa buah partai.
Oposisi dan kritik kepada kekuasaan adalah sebuah fungsi dan aktifitas politik
yang dapat dijalankan di dalam maupun di luar partai oposisi. Misalnya pers
atau media-media yang lain dapat memainkan peranannya dengan

menyumbangkan banyak kontrol kepada kekuasaan. Kelompok-kelompok

S Ignas Kleden, “Oposisi Dalam Politik Indonesia” dalam Musa Khazim (Ed), Menuju
Indonesia Baru: Menggagas Reformasi Total (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), him151-153.




kritis, misalnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi-
organisasi profesional dan terutama sekali para mahasiswa serta kalangan
kampus pada umumnya juga dapat melakukan kontrol sosial dan kritik pada
penggunaan kekuasaan berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka di
bidang yang digelutinya.

Pasca runtuhnya rezim otoriter Orde Baru yvang kemudian beralih
kepada era baru (baca: reformasi), maka kebebasan yang dulu dikekang oleh
penguasa kini menemukan momentumnya untuk bebas berekspresi baik yang
bersifat sosial, keagamaan, budaya, terlebih lagi dalam bidang politik. Setelah
bergulimya gerakan reformasi, bermunculan partai-partai baru, LSM-LSM,
baik yang berorientasi di bidang sosial maupun di bidang politik dan juga
organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, khususnya lembaga-lembaga
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjalankan fungsi
oposisi yang selalu mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah, menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai fenomena semakin

derasnya tuntutan demokratisasi dalam kehidupan bernegara.

. POKOK MASALAH

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,
maka masalah-masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana posisi oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia ?
Bagaimana perspektif Figh Siyasah terhadap posisi oposisi dan sistem

pemerintahan Indonesia?




C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1.

Memperoleh kejelasan tentang posisi oposisi dalam sistem pemerintahan
di Indonesia.
Menjelaskan pandangan figh siyasah terhadap oposisi dan sistem

pemerintahan di Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1.

L2

Memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum Islam,
khususnya mengenai kedudukan oposisi dalam pemerintahan Indonesia
menurut perspektif figh siyasah.

Menemukan dalil-dalil yang digunakan dalam pengabsahan kegiatan
oposisi politik dalam pemerintahan di Indonesia.

Membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang oposisi dalam
pemerintahan Indonesia dalam perspektif figh siyasah sekaligus
memberikan sumbangan bagi kajian figh siyasah dalam studi hukum Islam

yang akan datang.

TELAAH PUSTAKA

Sejauh ini kajian tentang oposisi politik telah banyak dilakukan,

namun sejauh penelusuran penulis, belum ada yang secara khusus membahas

tentang kajian lembaga oposisi di Indonesia dengan menggunakan perspektif

figh siyasah. Setidaknya buku yang telah ditulis oleh cendekiawan muslim

yang berbicara mengenai oposisi dengan menggunakan sudut pandang Islam

antara lain:




Fahmi Huwaydi dalam bukunya, Demokrasi Oposisi dan Masyarakat
Madani”, mengungkapkan persoalan demokrasi dengan real politik Islam.
Bahkan lebih dari itu, menjabarkan hampir seluruh tema-tema besar persoalan
politik Islam kontemporer. Oposisi sebagai salah satu alat kontrol dalam
sistem demokrasi yang hampir mustahil terdapat di negara-negara Islam juga
dikaji secara kritis. Namun demikan buku ini tidak membahas secara
komprehensif tentang posisi oposisi dalam kehidupan bernegara, khususnya di
Indonesia dengan perspektif figh siyasah.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Dr. Jabir Qumaihah, Beroposisi
menurut Islam.® Dalam buku ini dikupas tentang konsep oposisi secara detail,
seperti membahas garis besar tentang hak-hak oposisi dan berbagai
permasalahannya, menyangkut jaminan dan kaidah beroposisi, pengertian dan
implikasi oposisi dan membahas juga praktek oposisi pada zaman rasulullah
saw. dan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Buku karya Eep Saefullah Fatah dengan judul Membangun Oposisi
(Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan),” membahas pertumbuhan
gerakan oposisi dalam konteks Indonesia dengan sudut pandang universal
(Islam). Buku ini mengelaborasi agenda-agenda pembangunan oposisi yang
permanen dan solid. Pembahasannya diletakkan dalam konteks rekonsolidasi

otoritarianisme yang menggejala pasca kejatuhan Soeharto. Tak ada pilihan

7 Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik
Islam, alih bahasa Muhammad Abdul Ghoffar E.M. (Bandung: Mizan, 1996)

¥ Jabir Qumaihah, Beroposisi Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1990)

? Eep Saefullah Fatah, Membangun Oposisi: Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa
Depan (Bandung: Rosadakarya, 1999)



lain bagi bangsa agar selamat melewati masa transisi menuju demokrasi,
kecuali harus mentradisikan oposisi, baik dalam pemerintahan, parlemen
maupun gerakan ekstra-parlementer.

Anders Uhlin dalam bukunya yang berjudul Oposisi Berserak: Arus
Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia'® membahas tentang
gerakan oposisi diluar parlemen. Disebut oposisi berserak, karena gerakan
oposisi ini tersebar di pelbagai LSM, mahasiswa, ormas, interest group, pers,
dan lain sebagainya.

Digambarkan bahwa kerja dari oposisi ini tidaklah mudah, karena
mereka tidak memiliki akses secara langsung dalam pengambilan kebijakan.
Berbeda dengan oposisi intra-parlemen yang memiliki andil langsung dalam
membentuk kebijakan. Maka, ‘aga;r oposisi ekstra-parlemen berfungsi efektif,
diperlukan massifikasi gerakan sehingga dapat mempengaruhi opini publik.

Skripsi Beny Susanto yang berjudul “Partai Oposisi dalam Pemikiran
Tonu Khaldun”, secara khusus membahas tentang gagasan-gagasan Ibnu
Khaldun yang bersinggungan dengan tema oposisi. Disamping itu juga
dijelaskan bahwa teori asabiah yang kemudian diterjemahkan sebagai
solidaritas sosial (social solidarity) yang disatukan karena kesamaan visi dan
misi antara anggotanya dapat menjadi partai oposisi dan merupakan

kebutuhan yang dikukuhkan dengan ajaran agama.

' Anders Uhlin, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di
Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998)




E. KERANGKA TEORITIK

Berbicara mengenai oposisi maka tidak bisa terlepas dari demokrasi,
karena oposisi dinilai sebagai mekanisme yang inhern (melekat) dalam sistem
demokrasi. Keterikatan antara oposisi dan demokrasi sesungguhnya tidak
terlepas dari prinsip yang mendasarinya, yakni penghargaan yang tinggi atas
perbedaan. Dalam demokrasi perbedaan bukan barang baru yang harus
dimusuhi atau dijauhi. Melainkan merupakan unsur yang tak terpisahkan dari
bangunan demokrasi, tanpa adanya prinsip penghargaan pada perbedaan,
oposisi akan kehilangan makna yang mendasarinya.

Demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa adanya rule of law. Hal ini
disebabkan dalam sistem demokrasi, yang mengisyaratkan adanya
pelaksanaan hak-hak dasar seperti hak menyatakan pendapat baik lisan
maupun tulisan, berkumpul dan berserikat, harus memerlukan adanya aturan
main yang jelas dan dipatuhi bersama yang merupakan dasar dari kehidupan
berbudaya dan berperadaban yang merupakan wujud masyarakat madani.'’

Dalam terminologi politik, kelompok oposisi mempunyai hak-hak
kebebasan antara lain kebebasan berfikir dan berpendapat, mengadakan
pertemuan-pertemuan, membentuk organisasi dan media massa. Hak-hak
tersebut dalam sistem negara yang demokratis mendapat jaminan sebagai pilar
politik."?

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan jaminan kepada

umat atau individu untuk mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat dalam

"' M. AS. Hikam, Wacana Politik, hlm. 3.

"2 Jabir Qumaihah, Beroposisi, him. 49.
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semua pekerjaan dan tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara.
Umat mendapat hak ini dari sifat hubungannya dengan kepala negara yang
merupakan hubungan perwakilan, karena umatlah yang memilikinya.'®

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara yang dijamin
oleh Islam, hanya dapat dibenarkan dalam rangka untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan. Dengan demikian kebebasan berbicara sebagai
perwujudan dari bentuk pengabsahan Islam tentang oposisi tidak boleh
disalahgunakan sebagai kebebasan untuk berbuat kezaliman dan
kemungkaran.

Kebebasan berpendapat ini meliputi urusan-urusan kehidupan umum,
perilaku-perilaku manusia dan pemerintahan politik kebijaksanaan mereka,
tidak ada seorangpun maupun pemerintah untuk menghalang-halangi atau
membatasi kebebasan tersebut. Kecuali jika kebebasan itu menyebabkan
pelanggaran terhadap hak-hak orang lain serta pencorengan terhadap
kemuliaan dan kehormatan mereka dan menuduh orang lain dengan tuduhan
palsu.

Kebebasan-kebebasan tersebut yang merupakan bagian dari hak
universalitas (baca: HAM) harus digunakan dan diorientasikan untuk
menunjang prinsip penegakan kepastian hukum dan keadilan, menolong yang
lemah dan sebagai manifestasi dari konsep amar ma ruf nahi munkar.

Allah swt. berfirman:

5 Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam, Alih Bahasa
Abdul Aziz (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), him. 40.
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Dalam kehidupan politik, oposisi dimaksudkan untuk menciptakan
sebuah mekanisme politik yang demokratis dan terkontrol yaitu terkontrolnya
manajemen kekuasaan oleh kekuatan rakyat, yang secara teoritik berada di
luar pagar kekuasaan. Tanpa adanya oposisi, sebuah pemerintahan seringkali
menjadi otoriter, menindas dan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.
Sehingga sikap oposisi ini harus tetap dilakukan dalam kerangka untuk
menegakkan kebenaran, bukan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan,
karena tujuan utama dari oposisi adalah menciptakan suatu masyarakat yang
adil.
Dengan demikian, oposisi merupakan upaya membawa model
partisipasi dalam proses politik dan mendorong agar semua elemen yang
bekerja hanya menghasilkan satu out put saja yakni keadilan."

Rasulullah saw. bersabda :
alid wonay b OB wladd whanan 1 OB oy o i 1 S 6T, s

o OY) Cansl els

" Ali Imran (3) : 110
" Eep Saefullah Fatah, Membangun Oposisi, him. xii.

' An-Nasa’i, Sunan an-Nasa'T (Beirut: Dar al-Kitab al-llmiah), VIII:112. “Kitab al-Iman
wa Syarai’ah”, “Bab Tafadilu ahla al-Iman”. Hadis ini di riwayatkan dari Muhammad bin
Basysyar diceritakan dari ‘Abd ar-Rahman diceritakan dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari
Tariq bin Syihab dari Abu Said. Kualitas hadis ini sahih.
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Dari hadits di atas dapat dimengerti bahwa setiap muslim harus
menolak setiap kemunkaran atau kesalahan yang ada di hadapannya baik
dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau bahkan oleh pemerintah.

Untuk menjamin berlangsungnya proses demokratisasi sebagai
manifestasi dari prinsip-prinsip tersebut, maka diperlukan suatu lembaga
oposisi yang secara legitimate diakui oleh pemerintah yang merupakan wadah
dari bentuk penyaluran aspirasi rakyat dan untuk melindungi kebebasan
berekspresi, berkumpul, dan hak-hak lainnya, yang bertugas mengontrol
kekuasaan secara kontinyu dan konsisten.

Lembaga-lembaga yang sekarang banyak bermunculan merupakan
suatu bentuk dari pengimplementasian dari kebebasan berkumpul, berserikat
dan berkelompok baik berdasarkan etnis, agama, kecenderungan politik dan
lain-lain. Islam sebagai suatu ajaran komprehensif memberikan nilai-nilai
universal untuk melaksanakan kebebasan ini yang sudah menjadi bagian hidup
vang tak terpisahkan. Kebebasan ini akan melahirkan demokrasi yang amat

urgen dalam kehidupan politik."’

" M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih (Bandung:
Rosdakarya, 2002), him. 17.




F. METODE PENELITIAN
Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research),
yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang
berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang berhubungan
dengan tema politik.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu merumuskan data-
data yang terkumpul dalam bentuk karya tulis ilmiah secara sistematis yang
berhubungan dengan tema oposisi khususnya di Indonesia dan kemudian
menganalisisnya.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Sosio-Historis, yaitu suatu proses terus menerus, kritis dan
terorganisasi untuk menganalisa dan memberikan interpretasi atas fenomena
sosial yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Sedangkan historis
yaitu membuat rekonstruksi secara sistematis dan objektif dari kajian atau
peristiwa di masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi,
memverifikasi dan mensitesiskan data menuju fakta dengan kesimpulan yang
kuat. Dalam hal ini di bahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada

pemerintahan Indonesia mengenai oposisi.
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4. Analisis Data

Data-data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode
berfikir deduktif. Yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum kemudian
menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dianalisis
kerangka umum mengenai oposisi, kemudian akan mendeduksikannya dengan
menggunakan analisis fungsional struktural yaitu analisis yang pada
prinsipnya berkisar pada konsep fungsi dan konsep struktur.’®
5. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku yang
berkaitan dengan tema oposisi yang meliputi sumber data primer seperti buku
vang di tulis oleh Jabir Qumaiahah yang berjudul Beroposisi Menurut Islam,
buku yang berjudul Membangun Oposisi: membangun agenda-agenda
perubahan politik masa depan yang ditulis oleh Eep Saefullah Fatah, dan lain
sebagainya maupun data-data sekunder yang bertujuan untuk mendukung

pendalaman dan ketajaman analisis.

. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu: bab pertama berisi tentang
selayang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya berisi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

'8 SP. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), him. 68.
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Bab kedua berisi tentang gambaran umum mengenai oposisi dan
sistem pemerintahan yang meliputi antara lain, pengertian oposisi yang
dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu oposisi parlementer dan oposisi ekstra
parlementer, kemudian Lebih jauh digambarkan tentang pola umum oposisi,
dan juga peranan oposisi, dan selanjutnya akan diuraikan tentang sistem
pemerintahan.

Bab ketiga menggambarkan tentang oposisi dalam pemerintahan
Indonesia, yang meliputi antara lain tentang sistem pemerintahan Indonesia,
yang dibagi menjadi tiga sub bab yaitu demokrasi parlementer, demokrasi
terpimpin, dan demokrasi pancasila. Selanjutnya diuraikan tentang oposisi di
Indonesia, yang mencakup sejarah oposisi, hubungan lembaga-lembaga
politik, dan proses demokratisasi di Indonesia.

Bab keempat yang merupakan bab analisis menguraikan tentang
oposisi menurut Perspektif figh siyasah yang meliputi tentang prinsip ketaatan
kepada pemimpin; ketaatan terhadap konstitusi, budaya oposisi dalam Islam,
batas-batas melakukan oposisi dan terakhir dipaparkan tentang tujuan oposisi
dalam Islam.

Bab kelima yang merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan

dan saran-saran.



BABY

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil suatu kesimpulan

sebagai berikut:

I.

Oposisi pada masa demokrasi parlementer lebih cenderung bersifat royal
yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dari
periode itu memberikan kesan kuat bahwa partai oposisi tidak berfungsi
dengan baik karena hanya menumbuhkan kultur oposisi yang melawan
pemerintah.

Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin usaha-usaha untuk
mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial
mengalami masa-masa suram. Rezim pemerintahan demokrasi terpimpin
merupakan rezim pemerintahan patrimonial yang menolak dalam bentuk
apapun pengawasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam demokrasi pancasila tidak mengenal adanya oposisi yang
menjurus kepada peruncingan masalah-masalah dan perbedaan pendapat
vang bertentangan sehingga melahirkan sikap apriori, namun demikian
diperkenankan adanya sikap menghargai perbedaan pendapat, kebebasan

menyatakan pendapat yang dijamin oleh UUD.

75
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Ide oposisi lebih dimaksudkan sebagai kegiatan kenegaraan yang
dimaksudkan untuk mendapatkan arah kegiatan kenegaraan yang lebih baik
dengan cara melakukan dialog.

Dengan demikian oposisi dalam pemerintahan Indonesia lebih
diposisikan sebagai mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check
and balance) sebagai peran kontrol dan respon terhadap kinerja dan
kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan prasyarat dan kunci untuk
membangun sistem politik yang baik dan dinamis.

2. Mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance) ini
menurut Islam hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Sikap
oposisi ini harus dilakukan secara proporsional dan konstusional (al-
Mauizah al-Hasanah). Hal ini supaya transfomasi politik tetap berada
dalam kondisi yang stabil dan tidak membawa kerusakan pada sendi-sendi
kemasyarakatan.

Berangkat dari hal di atas maka apabila pemerintah menjalankan
fungsinya dengan baik dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, maka
rakyat wajib mentaatinya baik senang maupun tidak, selama tidak untuk

melakukan maksiat.

B. SARAN-SARAN
Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis perlu
menyampaikan beberapa saran-saran bagi yang akan mengadakan penelitian

lebih lanjut:



1.
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Dalam penelitian ini penulis merasa masih banyak kekurangan-
kekurangan, oleh karena itu penulis menyarankan perlunya diadakan
penelitian lebih lanjut secara komprehensif dan mendalam.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang
bermanfaat bagi peneliti yang lain yang tertarik dengan tema oposisi

dalam sistem pemerintahan Indonesia.
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BAB1

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan
mencegah dari yang munkar

Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran
maka harus merubah dengan tangannya, apabila tidak
mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu
maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah
iman

BAB IV

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Mendengar dan mematuhi pemimpin adalah kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam
segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang
menyusahkan, kecuali jika ia diminta untuk berbuat
maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk berbuat
maksiat maka tidak wajib mendengar dan
mematuhinya.

Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kata-
kata yang benar dihadapan penguasa yang dzalim.

Apabila banyak orang menyaksikan kezaliman dan
mereka tidak mencegah dengan kekuatan yang ada
pada mereka maka dapat dipastikan Allah akan
meratakan hukuman-Nya terhadap semua orang.
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan tagwa dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan
sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi
sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan
yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar.
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